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Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tidak terlepas dari penanganan berkas perkara 
untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan 
penanganan berkas perkara dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara 
dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari 
penyidik oleh bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP 
diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kasipidum) guna penunjukan jaksa, 
setelah penunjukan jaksa SPDP diberikan ke bagian prapenuntutan (pratut), di bagian pratut 
dibuatkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) dengan menggunakan 
microsoft word dan begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap 
penuntutan). dengan adanya aplikasi pengarsipan berkas perkara ini dapat memudahkan 
dalam penyimpanan data tindak pidana umum, selain itu dalam pengolahan data tersimpan 
cukup baik dalam media penyimpanan database sehingga dalam pencarian data dan 
pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, PHP, MySQL, Pidana Umum. 
 
1. PENDAHULUAN 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan 
dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, 
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya. Di Kejaksaan Negeri terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian pidana 
umum dan perkara di bagian pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah merupakan hukum 
pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Contoh kasus 
pidana khusus, antara lain : tindak pidana narkotika, korupsi dan pencucian uang. Sedangkan 
hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku 
bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh 
wilayah hukum negara. Sebagian contoh kasus pidana umum, antara lain : kekerasan akibat 
perkelahian atau penganiyaan, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penipuan. 
Terkait dengan tugas utama Kejaksaan, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tidak terlepas 
dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di 
Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan penanganan berkas perkara dilakukan secara manual. Proses 
pengarsipan berkas perkara dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan (SPDP) dan dokumen lainnya dari penyidik oleh bagian sekretariat hanya 
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diregistrasi pada buku besardan di arsipkan pada tempat pengarsipan sehingga sering terjadi 
kehilangan dan kerusakan dokumen berkas perkara tersebut. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau 
dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian umum 
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan 
maka penulis melakukan pengamatan langsung pada Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah 
ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
 Adapun rancangan dari penelitian ini dapat penulis uraikan dalam bentuk diagram alur 
seperti dibawah ini. 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Pada tahap analisa diperlukan suatu pendekatan analisa guna menghindari kesalahan-
kesalahan yang mungkin muncul pada tahap berikutnya, yaitu perancangan sistem baru. 
Karena pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, pendekatan yang dilakukan 
adalah mendefinisikan masalah pada sistem yang sedang berjalan dan sekaligus melakukan 
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evaluasi setiap cara kerja sistem yang sedang berjalan berdasarkan prosedur-prosedur yang 
ada. Sehingga akan diketahui permasalahannya serta kesulitan apa saja yang dihadapi oleh 
sistem yang sedang berjalan, apa saja pengaruhnya dan harus diperhatikan validasinya 
terhadap sasaran sistem yang dirancang sebelum dilakukan perbaikan. 
Sistem yang sedang berjalan pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan dalam penanganan 
berkas perkara masih dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara dimulai 
dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik oleh 
bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP diserahkan kepada 
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kasipidum) guna penunjukan jaksa, setelah penunjukan 
jaksa SPDP diberikan ke bagian prapenuntutan (pratut), di bagian pratut dibuatkan surat 
perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) dengan menggunakan microsoft word dan 
begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap penuntutan). 
Sedangkan permasalahan yang terjadi pada tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan 
antara lain, pada tahap prapenuntutan, setiap harinya terdapat 10 (sepuluh) hingga 20 
(duapuluh) perkara atau SPDP yang masuk. Dan apabila pegawai melakukan pencarian berkas 
perkara masih harus mencarinya dengan cara manual, yaitu mencari satu persatu data yang 
telah diarsipkan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena belum terdapat database yang 
memuat berkas perkara secara softcopy. 
 
3.2 Use Case Diagram 
Adapun use case pengarsipan bekas penangan perkara Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan 
ini sebagai berikut : 
 
Sistem Informasi Pengarsipan Bekas Penangan Perkara 













Gambar 2. Use Case Diagram 
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3.3  Class Diagram 
Class diagram membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu Sistem 
dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Class diagram memperlihatkan 
hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas didalam model desain (dalam 
logical view) dari suatu Sistem. Selama proses analisa, class diagram memperlihatkan aturan-
aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, 
class diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk 
arsitektur yang dibuat. Adapun class diagram pada rancangan website  pengarsipan bekas 





































































































Gambar 3. Class Diagram 
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3.4  Sequence Diagram  
Sequence Diagram menggambarkan aktivitas sebuah website dalam proses alur 
penampilan pesan (message) yang di inputkan pada objek-objek web tersebut. Berikut ini 















Gambar 4. Sequence Diagram 
 
3.5  Implementasi Program 
Implementasi program dilakukan dengan setiap halaman aplikasi yang dibuat dan 
pengkodeannya dalam bentuk file program. Berikut ini adalah implementasi antarmuka dalam 
pembuatan sistem Bekas Penangan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Teluk 
Kuantan. 
1. Form Login Admin 
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2. Menu Utama 
 
 
Gambar 6. Menu Utama 
 
3. Form Input Data Perkara 
 
 
Gambar 7. Form Input Data Perkara 
 
 
208 | Sistem Informasi Pengarsipan Bekas Penangan Perkara Tindak ... | Maimunah 
Vol.  1, No. 2,  
Desember 2018, 
Hal : 202 - 210 
4. Form Input Berkas Perkara 
 
 
Gambar 8. Form Input Berkas Perkara 
 
5. Form Input Daftar Isi Berkas Perkara 
 
Gambar 9. Form Input Daftar Isi Berkas Perkara 
 
 
209 | Sistem Informasi Pengarsipan Bekas Penangan Perkara Tindak ... | Maimunah 
Vol.  1, No. 2,  
Desember 2018, 
Hal : 202 - 210 
6. Form Input File Terdakwa 
 
 




Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut : 
1. Selama ini para pegawai dalam pengarsipan berkas perkara umum melakukan 
pengarsipan secara manual dengan cara meencatat kedalam buku besar sehingga 
menyulitkan dalam pencarian data tesebut, dengan adanya aplikasi pengarsipan berkas 
perkara ini dapat memudahkan dalam penyimpanan data tindak pidana umum, selain 
itu dalam pengolahan data tersimpan cukup baik dalam media penyimpanan database 
sehingga dalam pencarian data dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat. 
2. Berkas perkara yang masuk dapat diolah dengan baik menggunakan aplikasi ini, 
aplikasi ini juga memiliki pengamanan berupa password sehingga data tidak dapat 
digunakan oleh orang lain. 
 
4.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : 
1. Sistem ini kami rasa belum sempurna dan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti 
berikutnya dengan data yang cukup kompleks. 
2. Pengguna  sebaiknya harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk penerapan 
sistem ini. 
3. Sistem ini hanya dapat digunakan pada sebuah PC, sebaiknya untuk password aplikasi 
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